




2. Terhadap Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen RI TA 2026, Komisi X DPR
RI menyampaikan catatan, sebagai berikut:

a. Komisi X DPR RI menyampaikan dukungan penuh terhadap penambahan
anggaran sebagai upaya memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar
13 tahun, dan mendorong supaya alokasi anggaran dipastikan tepat sasaran
melalui penguatan mutu layanan pendidikan, peningkatan pemerataan
akses, serta perbaikan fasilitas dasar di seluruh satuan pendidikan.

b. Komisi X DPR RI mendorong keberlanjutan pelaksanaan program revitalisasi
satuan pendidikan sebagai langkah strategis yang harus dipastikan berjalan
secara konsisten untuk meningkatkan mutu layanan, disertai dengan
evaluasi pelaksanaan secara berkala.

3. Komisi X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Perlu adanya penguatan sosialisasi, pemahaman terhadap seluruh pemangku
kepentingan, simulasi, sarana dan prasarana pendukung TKA, penyesuaian dan
diferensiasi soal berdasarkan kondisi, karakteristik daerah, dan pelibatan guru
daerah dalam penyusunan soal.

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk meninjau kembali
kebijakan sistem karier guru, dengan memperkuat pola pengangkatan,
penjenjangan karier, penempatan dan purna tugas, memperluas peran
pemerintah pusat dalam pembinaan dan perlindungan profesi, serta memastikan
sistem penilaian kinerja yang transparan.

5. Komisi X DPR RI menyampaikan surat-surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima pad a Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2024--2025 dan Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2025--2026, sebagaimana terlampir, untuk dipelajari, ditindaklanjuti dan
dilaporkan kembali secara berkala.

6. Kemendikdasmen RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang
disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI paling lambat 8 Desember 2025.
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